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PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki
peran signifikan dalam perekonomian, khususnya sebagai sumber pendapatan alternatif bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang tidak terserap dalam sektor formal.
Sektor informal, yang sering kali diidentikkan dengan PKL, tidak hanya berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang bertahan hidup bagi kelompok
rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal, pendidikan, dan pekerjaan formal
(Sataruddin et al., 2020). Temuan Nora Kamelia ( 2021) juga menunjukkan bahwa sektor
informal berfungsi sebagai ruang ekonomi bagi tenaga kerja yang tidak terserap sektor
formal akibat hambatan struktural. Namun, keberadaan PKI kerap menimbulkan persoalan
dalam konteks tata ruang dan kebijakan publik.

Studi Dewi et al (2023) mengenai relokasi PKL di Malioboro menunjukkan bahwa
penataan ruang memang dapat meningkatkan legalitas dan ketertiban, tetapi berisiko
menurunkan pendapatan pedagang apabila tidak disertai dukungan ekonomi yang memadai.
Hal ini menegaskan bahwa persoalan PKL bukan sekadar isu kepatuhan terhadap regulasi,
melainkan mencerminkan konflik struktural antara keberlangsungan ekonomi mikro dan
keberlanjutan tata ruang pada tingkat makro. Bahkan dalam praktiknya, PKL sering berada
dalam posisi ambigu: dibutuhkan sebagai penggerak ekonomi mikro, tetapi sekaligus
dipandang sebagai pelanggar tata ruang (Sanjaya, 2024)

Dalam konteks teoritis, dilema keberadaan PKIL dapat dianalisis melalui teori
keadilan John Rawls. Rawls menekankan prinsip kebebasan yang sama (equal liberty
principle) dan prinsip perbedaan (difference principle), yang menyatakan bahwa
ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi
kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, PKL dapat dikategorikan
sebagai kelompok rentan yang kurang beruntung secara struktural karena memiliki
keterbatasan akses terhadap ruang usaha formal. Oleh karena itu, kebijakan penataan yang
hanya menekankan aspek legalitas tanpa pemberdayaan ekonomi berpotensi memperkuat
ketimpangan yang sudah ada.

Selain itu, keberadaan PKL di bantaran sungai juga dapat dipahami melalui konsep
dilema sosial. Dilema sosial tetjadi ketika pilihan yang menguntungkan secara individual
dalam jangka pendek justru menghasilkan kerugian kolektif dalam jangka panjang (V. R.
Parmono, 2013;R. Parmono, 2018). Dalam konteks ini, pemanfaatan bantaran sungai
sebagai ruang usaha memberikan keuntungan ckonomi bagi PKL, tetapi berpotensi
menimbulkan dampak ekologis dan gangguan tata ruang yang merugikan masyarakat secara
luas. Dilema kebijakan muncul karena pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sama-sama
mengandung konsekuensi negatif, sehingga membutuhkan kompromi antara berbagai
kepentingan (KBBI, 2024).

Kajian yang secara spesifik membahas mengenai dimensi keadilan distributif, dilema
sosial, serta konteks ekologis kawasan bantaran sungai masih terbatas. Penelitian ini
berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kondisi faktual penempatan
PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan serta mengkaji dilema yang muncul dari aspek
lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam penelitian ini. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena keberadaan PKL, tetapi juga
menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai konflik kepentingan dalam pemanfaatan
ruang publik dan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.
Menurut Haris Herdiansyah (dalam Hadi et al., 2021) penelitian kualitatif bertujuan untuk
memahami suatu fenomena sosial secara alamiah, dengan mengedepankan proses interaksi
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dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dan objek yang diteliti. Fokus dari penelitian
ini adalah hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti persepsi, pendapat,
pengalaman, motivasi, nilai-nilai sosial, pola interaksi, serta dampak sosial-ekologis yang
dirasakan masyarakat akibat keberadaan PKL. Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini, yakni pendekatan studi kasus.

Studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena secara intensif dan kontekstual
pada satu lokasi spesifik, yaitu kawasan bantaran Sungai Muaro Panjalinan di Kota Padang.
Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi
dokumentasi Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami secara langsung fenomena yang
diteliti, meliputi PKI., Warga Sekitar Bantaran Sungai, Tokoh Masyarakat Sekitar Bantaran
Sungai, Ketua RT Perumahan Citra Berlindo I dan RT Perumahan Salingka I, Konsumen
PKL, Kasi Trantum Satpol PP Koto Tangah, serta Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan
Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V. Data dianalisis secara induktif melalui proses
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan makna serta pola
dilema yang muncul dari aspek spasial, legalitas, lingkungan, sosial, dan ekonomi (Sugiyono,
2023). Pendekatan ini dipilih agar penelitian mampu menghasilkan pemahaman kontekstual
yang komprehensif mengenai konflik pemanfaatan ruang pada kawasan bantaran sungai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Faktual Penempatan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan
a. Aspek Spasial

Aspek spasial merupakan tinjauan yang membahas tentang bagaimana ruang
dimanfaatkan, ditata, dan didistribusikan dalam suatu wilayah. Penempatan PKL di Bantaran
Sungai Muaro Panjalinan berlangsung secara spontan dan tidak melalui perencanaan tata
ruang formal. Kawasan yang secara normatif berfungsi sebagai ruang lindung dan daerah
resapan air dimanfaatkan sebagai ruang ekonomi karena dianggap strategis, mudah diakses,
dan memiliki daya tarik bagi pengunjung. pemanfaatan ruang ini bersifat temporal, di mana
bantaran sungai bertransformasi dari ruang terbuka menjadi ruang ekonomi dan sosial pada
jam operasional tertentu. Fenomena ini sejalan dengan konsep #nformal wrbanism yang
menjelaskan bahwa streer vending muncul ketika sistem formal tidak mampu menyediakan
akses ruang usaha yang terjangkau bagi kelompok rentan (Nastaran Peimani, 2022; Zakiya &
Prastyawan, 2025).

Gambar 1. Aktivitas PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar di atas menunjukkan kondisi aktivitas Pedagang Kaki Lima yang
memanfaatkan bantaran Sungai Muaro Panjalinan sebagai ruang usaha. Lapak yang
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digunakan umumnya bersifat non-permanen seperti tenda, meja lipat, dan kursi sederhana.
Keberadaan PKIL tersebut memperlihatkan bagaimana ruang yang secara normatif
merupakan kawasan lindung mengalami transformasi fungsi menjadi ruang ekonomi
informal. Perubahan fungsi ini menunjukkan pergeseran makna ruang dari ekologis ke
ckonomi, sebagaimana juga ditemukan dalam studi sektor informal di ruang publik (Murti,
2024; Riswanto et al., 2025). Dari perspektif keadilan distributif Rawls (1971), kondisi ini
menunjukkan ketimpangan distribusi manfaat dan risiko ruang. PKI. memperoleh manfaat
eckonomi, namun sekaligus menanggung risiko ekologis seperti banjir dan ketidakpastian
usaha (sebagaimana diungkap dalam wawancara lapangan). Ketimpangan ini belum
diimbangi dengan perlindungan atau penataan ruang yang berkeadilan. Dengan demikian,
persoalan spasial di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan bukan sekadar pelanggaran tata
ruang, tetapi mencerminkan lemahnya tata kelola ruang publik dalam menyeimbangkan
kebutuhan ekonomi masyarakat dan fungsi ekologis kawasan.

b. Aspek Legalitas

Aspek legalitas meninjau sejauh mana aktivitas yang berlangsung di suatu wilayah
telah memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Secara hukum, Keberadaan
PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan berada dalam kondisi hukum yang tidak pasti.
Secara normatif, bantaran sungai merupakan kawasan lindung yang tidak diperuntukkan bagi
aktivitas usaha, namun penegakan aturan berlangsung tidak konsisten. Situasi ini
menciptakan ruang abu-abu antara larangan formal dan toleransi di lapangan. Kondisi
tersebut sejalan dengan (Gani & Wardhana, Retno Widiastuti, 2025) yang menyatakan
bahwa pengaturan PKL di Indonesia bersifat kompleks dan melibatkan berbagai sektor,
Kompleksitas ini kerap menimbulkan ketidakjelasan kewenangan serta ketidakpastian
hukum di tingkat daerah. Situasi serupa juga tercermin pada penataan PKIL di Bantaran
Sungai Muaro Panjalinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP dan BWS, ditemukan adanya
keterbatasan kewenangan serta fragmentasi koordinasi antarinstansi. Akibatnya, penegakan
aturan cenderung bergantung pada situasi tertentu dan tidak dilakukan secara preventif,
schingga semakin memperkuat lemahnya implementasi kebijakan tata ruang di kawasan
tersebut. Berbeda dengan studi (Putri Indah Catur, Hendrik Sudria Munawar, 2025) yang
menunjukkan resistensi PKL terhadap Perda Ketertiban Umum akibat dianggap tidak adil.
Di Muaro Panjalinan, persoalan bukan hanya resistensi terhadap aturan, tetapi lemahnya
konsistensi implementasi dan absennya solusi relokasi yang berkelanjutan. PKL pada
umumnya menyadari bahwa aktivitas mereka tidak memiliki dasar legal, namun tetap
bertahan karena kebutuhan ekonomi dan ketiadaan alternatif. Dengan demikian, persoalan
legalitas di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan tidak dapat dipahami hanya sebagai isu
kepatuhan terhadap regulasi, tetapi sebagai persoalan legitimasi kebijakan dan tanggung
jawab negara dalam menyeimbangkan ketertiban tata ruang dengan perlindungan hak
eckonomi warga. Legalitas yang tidak ditegakkan secara konsisten justru melahirkan
ketidakpastian hukum yang berulang dan memperpanjang dilema struktural bagi PKL
maupun pemerintah.

c. Aspek Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan yang terjadi antara individu dengan individu,
individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan
bermasyarakat. Dalam konteks aktivitas ekonomi informal, pola interaksi sosial tidak hanya
mencerminkan hubungan personal, tetapi juga menunjukkan bagaimana para pelaku usaha
membangun strategi bertahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.
Berdasarkan hasil penelitian, interaksi antar PKIL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan
cenderung bersifat pragmatis dan individual. Hubungan antar pedagang dibangun atas dasar

Journal of Education, Cultural and Politics
Volume 6 No 12026



Journal of Education, Cultural and Politics W
Volume 6 No 1 2026 SINTA 4 Q

kebutuhan menjaga kelancaran usaha, seperti saling menghormati posisi lapak dan
menghindari konflik terbuka, bukan solidaritas sosial yang terorganisasi. Kondisi ini sejalan
dengan (Fanggidae, 2021) yang menyatakan bahwa keberadaan PKI. menjadi problematik
ketika tidak disertai mekanisme pengaturan yang mampu mengakomodasi kepentingan
ckonomi dan kepentingan masyarakat.

Relasi dengan warga menunjukkan jarak sosial. Interaksi tidak terbangun secara
intensif dalam kehidupan sehari-hari, dan hubungan lebih bersifat fungsional daripada
integratif. Konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan penggunaan ruang, terutama
persoalan parkir, akses jalan menuju perumahan, serta aktivitas hingga malam hari yang
dinilai mengganggu kenyamanan dan norma lingkungan. Situasi ini mencerminkan fungsi
ganda ruang publik sebagai ruang ekonomi dan ruang sosial yang berpotensi menimbulkan
ketegangan apabila tidak dikelola secara jelas (Deore & Lathia, 2019).Sementara itu, interaksi
PKL dengan pengunjung bersifat fungsional dan transaksional. Aktivitas berdagang
bertahan karena merupakan strategi bertahan hidup ekonomi rumah tangga di sektor
informal sebagaimana dijelaskan oleh Putu et al (2019).

Dalam konteks tersebut, keberadaan PKL tidak hanya dipertahankan oleh
kebutuhan ekonomi pedagang, tetapi juga oleh respons pengunjung sebagai konsumen.
Pengunjung mentoleransi ketidakteraturan ruang selama kebutuhan konsumsi dan rekreasi
terpenuhi, hal ini mencerminkan bahwa individu cenderung memilih tindakan yang
menguntungkan secara pribadi meskipun berpotensi menimbulkan dampak kolektif jangka
panjang (R. Parmono, 2018). Dalam konteks ini, kepuasan konsumsi dan rekreasi jangka
pendek lebih diprioritaskan dibanding pertimbangan ekologis atau ketertiban ruang secara
kolektif. Dengan demikian, aspek interaksi sosial di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan
menunjukkan pola relasi yang belum terintegrasi secara sosial. Hubungan antar PKL bersifat
pragmatis, relasi dengan warga diwarnai jarak dan konflik laten, sementara interaksi dengan
pengunjung bersifat transaksional.

Dilema Keberadaan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan
a. Aspek lingkungan

Keberadaan PKL di bantaran Sungai Muaro Panjalinan meningkatkan tekanan
ckologis yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dampak
lingkungan yang muncul meliputi penumpukan sampah di sekitar lapak, praktik pembakaran
sampah secara mandiri, berkurangnya vegetasi bantaran, serta meningkatnya risiko
keselamatan ketika terjadi hujan deras atau luapan air sungai. Situasi ini menunjukkan
benturan antara kebutuhan ekonomi dan fungsi ekologis bantaran sungai sebagai daerah
resapan dan penyangga lingkungan. Kondisi tersebut juga terlihat dari praktik pembakaran
sampah yang dilakukan oleh sebagian PKL sebagai cara praktis untuk mengurangi volume
sampah di sekitar lapak. Fenomena ini dapat dilihat pada dokumentasi lapangan berikut.

Gambar 2. Praktik pembakaran sampah yang dilakukan PKL
Sumber: Dokumentasi Penelit:
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Gambar 3 menunjukkan praktik pembakaran sampah yang dilakukan oleh sebagian
PKL sebagai upaya mengelola sampah secara mandiri. Meskipun dianggap sebagai solusi
praktis oleh pedagang, praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan seperti
pencemaran udara serta menurunkan kualitas ekologis kawasan bantaran sungai. Pascabanjir
dan penertiban, tidak tersedia lagi sistem pengangkutan sampah yang terorganisir, sechingga
sebagian pedagang memilih mengelola sampah sendiri, termasuk dengan cara dibakar.
Praktik pembakaran sampah ini memang dipandang sebagai solusi praktis oleh pedagang,
namun secara ekologis berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan mempercepat
degradasi kualitas lingkungan bantaran sungai. Selain itu, intensitas aktivitas manusia yang
tinggal di kawasan tersebut menyebabkan berkurangnya vegetasi dan berubahnya karakter
ruang dari kawasan lindung menjadi ruang aktivitas ekonomi. Secara normatif, bantaran
sungai memiliki fungsi sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Namun dalam
praktiknya, ruang tersebut mengalami tekanan akibat pemanfaatan ekonomi informal.
Temuan ini sejalan dengan Murti (2024) dan Zakiya & Prastyawan (2025) yang menyatakan
bahwa aktivitas ekonomi informal di ruang publik berpotensi menggeser fungsi ekologis
ketika tidak disertai pengelolaan yang memadai.

Di sisi lain, PKL sendiri berada dalam posisi rentan terhadap risiko ekologis. Lokasi
lapak yang berada di tepi sungai meningkatkan potensi terdampak banjir, genangan, maupun
cuaca ekstrem. Kerentanan tersebut semakin terlihat ketika terjadi banjir yang berdampak
langsung pada kawasan bantaran sungai. Kondisi pascabanjir di lokasi penelitian dapat
dilihat pada dokumentasi berikut.

Gambar 3. Kondisi PKL Pasca Banjir Bandang
Dokumentasi peneliti

Gambar 4 menunjukkan kondisi kawasan bantaran Sungai Muaro Panjalinan setelah
terjadinya banjir bandang yang melanda Kota Padang pada akhir November 2025. Banjir
tersebut dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam waktu
relatif lama schingga menyebabkan peningkatan debit sungai dan meluap ke kawasan
sekitarnya. Wilayah yang berada di sepanjang bantaran sungai menjadi salah satu area yang
terdampak secara langsung, termasuk lokasi aktivitas PKL di Sungai Muaro Panjalinan. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa pedagang sering menghentikan aktivitas ketika kondisi
cuaca tidak memungkinkan. Namun demikian, belum tersedia sistem peringatan dini (Early
Waning System) maupun perlindungan struktural yang memadai bagi pedagang yang
beraktivitas di kawasan rawan tersebut. Dalam perspektif keadilan John Rawls (1971),
kondisi ini menunjukkan distribusi risiko yang belum seimbang. PKI. memperoleh manfaat
ckonomi dari pemanfaatan ruang, namun sekaligus menanggung risiko ekologis tinggi tanpa
perlindungan kebijakan yang memadai. Ketimpangan ini menjadi problematik ketika negara
tidak menghadirkan skema penataan yang mampu melindungi fungsi ekologis sungai
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sekaligus menjamin keberlangsungan ekonomi kelompok rentan. Dengan demikian, aspek
lingkungan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dilema keberadaan PKI. bukan
hanya persoalan administratif atau ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekologis
kawasan bantaran sungai.

b. Aspek sosial

Keberadaan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan menimbulkan dampak sosial
yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, meningkatnya aktivitas dan keramaian di kawasan
tersebut berkontribusi terhadap rasa aman karena ruang yang sebelumnya relatif sepi
menjadi lebih hidup dan terpantau secara sosial. Namun di sisi lain, aktivitas perdagangan
hingga malam hari, penggunaan bahu jalan untuk parkir, serta meningkatnya mobilitas
pengunjung memunculkan gangguan kenyamanan dan konflik akses jalan menuju
permukiman warga. Beberapa warga menyampaikan kekhawatiran terhadap perubahan
norma sosial, terutama terkait aktivitas remaja hingga larut malam. Fenomena tersebut juga
terlihat dari aktivitas remaja yang memanfaatkan kawasan bantaran sungai sebagai tempat
berkumpul hingga larut malam, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.

'

Gambar 4. Aktivitas remaja yang memanfaatkan kawasan
Bantaran Sungai Muaro Panjalinan hingga larut malam
Dokumentasi Peneliti

Gambar di atas memperlihatkan salah satu kondisi sosial yang terjadi di kawasan
bantaran Sungai Muaro Panjalinan pada malam hari. Berdasarkan pengamatan lapangan,
kawasan tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang ekonomi oleh PKL, tetapi juga
sebagai ruang berkumpul bagi remaja hingga larut malam. Kondisi ini memunculkan
kekhawatiran sebagian warga karena dinilai berpotensi memengaruhi norma sosial
lingkungan sckitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang bantaran sungai tidak hanya
menjadi ruang ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang sarat dengan nilai dan norma
komunitas. Perluasan fungsi ruang tersebut kemudian memunculkan dinamika sosial baru
yang tidak selalu sejalan dengan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Salah satu bentuk
dinamika tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas hingga malam hari. Aktivitas hingga
malam hari dan penggunaan ruang tanpa pengaturan yang jelas berpotensi memunculkan
gejala sosial (Sumartono, 2019; Purnama, 2016). Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak
selalu menimbulkan konflik terbuka antara warga dan para pengguna ruang. Sebagian warga
cenderung memilih untuk tidak melakukan konfrontasi langsung terhadap aktivitas yang
terjadi di kawasan tersebut. Sikap pembiaran warga menunjukkan toleransi pasif yang
menghindari konflik terbuka namun menyimpan ketegangan laten akibat perbedaan nilai dan
persepsi fungsi ruang publik (Selcuk Sayan, 2018). Dengan demikian, dilema sosial di Muaro
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Panjalinan bukan semata-mata disebabkan oleh keberadaan PKL, tetapi juga oleh lemahnya
tata kelola ruang publik yang belum mampu menyeimbangkan perlindungan ekonomi
kelompok informal dengan ketertiban dan kenyamanan sosial warga.

c. Aspek ekonomi

Keberadaan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan pada dasarnya merupakan
strategi bertahan hidup ekonomi rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas
pedagang menggantungkan pendapatan utama dari aktivitas berdagang di lokasi tersebut dan
tidak memiliki alternatif pekerjaan formal yang stabil, Pilihan memanfaatkan bantaran sungai
didorong oleh kemudahan akses pasar, tidak adanya biaya sewa, serta peluang memperoleh
pendapatan harian. (Sataruddin et al., 2020) menegaskan bahwa sektor informal berfungsi
sebagai mekanisme adaptif kelompok ekonomi lemah dalam mempertahankan
keberlangsungan hidup. Nora Kamelia (2021) juga juga menunjukkan bahwa sektor informal
berfungsi sebagai ruang ekonomi bagi tenaga kerja yang tidak terserap sektor formal akibat
hambatan struktural. Dalam konteks Muaro Panjalinan, PKL. bukan semata-mata pelaku
pelanggaran tata ruang, tetapi bagian dari struktur ekonomi informal yang menopang
keberlangsungan rumah tangga mereka.

Namun demikian, usaha tersebut berlangsung tanpa kepastian hukum dan tanpa
perlindungan ekonomi formal. Tidak adanya izin usaha, jaminan sosial, maupun kepastian
lokasi berdagang menjadikan posisi ekonomi PKIL sangat rentan terthadap penertiban dan
kondisi cuaca ekstrem. Dilema muncul ketika rasionalitas ekonomi individu berbenturan
dengan kepentingan kolektif kawasan, sebagaimana dijelaskan R. Parmono, 2018) bahwa
konflik ruang publik kerap berakar pada pertentangan antara kepentingan ekonomi jangka
pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Studi (Dewi et al., 2023) menunjukkan bahwa relokasi dapat meningkatkan legalitas
dan ketertiban, tetapi berisiko menurunkan pendapatan apabila tidak disertai dukungan
ckonomi yang memadai. Temuan ini relevan dengan kondisi PKL di Bantaran Sungai Muaro
Panjalinan, di mana tidak tersedianya skema relokasi yang jelas membuat PKL berada dalam
ketidakpastian ekonomi yang berulang. Artinya, persoalan bukan hanya soal legalitas, tetapi
keberlanjutan penghidupan pedagang. Dalam perspektif Rawls, PKL termasuk kelompok
rentan yang scharusnya memperoleh perhatian melalui kebijakan komperhensif. Namun,
ketika penataan ruang tidak diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi yang komprehensif,
maka ketimpangan akses ruang usaha justru semakin menguat. (Butarbutar & Yusuf, 2025)
menunjukkan bahwa kebijakan penertiban PKL tanpa relokasi layak atau dukungan ekonomi
dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penempatan PKIL di
Bantaran Sungai Muaro Panjalinan berkembang secara spontan tanpa perencanaan ruang
dan legalitas formal. Keberadaan PKL mencerminkan ketegangan antara kebutuhan
ckonomi masyarakat rentan dengan fungsi ekologis bantaran sungai dan regulasi tata ruang.
Dilema yang muncul tidak hanya bersifat administratif, tetapi struktural, melibatkan dimensi
ckonomi, sosial, dan lingkungan. Dari perspektif teori keadilan Rawls, PKL. merupakan
kelompok rentan yang seharusnya memperoleh perhatian dalam kebijakan publik melalui
prinsip keadilan distributif.

Namun, praktik penataan yang belum disertai dukungan ekonomi yang memadai
berpotensi memperkuat ketimpangan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya
kebijakan penataan yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi integratif dan
berkeadilan, melalui penyediaan alternatif ruang usaha yang legal, dukungan ekonomi, serta
penguatan tata kelola ruang publik berbasis dialog dan partisipasi. Untuk penelitian
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selanjutnya, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai model penataan PKL berbasis
keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan guna memperkaya pengembangan kebijakan
tata ruang yang inklusif.
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